SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR 07 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang

Mengingat

NOMOR 49 TAHUN 2000
TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA KARTU TANDA PENDUDUK DAN

AKTA CATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,

bahwa setiap penerbitan Kartu Tanda Penduduk dikenakan retribusi yang
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 49 Tahun
2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda penduduk dan
Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2004 ;

bahwa guna tertib administrasi kependudukan dan untuk meringankan
beban masyarakat pemohon Kartu Tanda Penduduk maka Pemerintah
mengambil kebijakan dengan membebaskan biaya pengurusan Kartu
Tanda Penduduk (KTP) ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan
huruf b, dipandang perlu mengubah kembali Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 49 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2004
dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam
Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang
Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu
Tanda Penduduk, dan Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil ;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 1987 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 1988, Nomor 1/C).

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2007, Nomor 18/E ).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 49 TAHUN 2000 TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA
CATATAN SIPIL.

Pasal |

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 49 Tahun 2000 tentang Retribusi
Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2000 Nomor 5/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 11 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2004 Nomor 10/C),

diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 hurufj, diubah sehingga berbunyi :
j. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah
pembayaran atas penggantian biaya cetak KK dan/atau Akta Catatan Sipil yang disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi.



